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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Permasalahan 

a. Latar Belakang Masalah 

Dunia saat ini sedang dilanda pandemi virus yang dikenal sebagai Novel 

Coronavirus Disease 19 atau lebih umum dikenal dengan Covid-19. World 

Health Organization (WHO) mengatakan Covid-19 telah menjadi pandemi 

global sejak 2020. Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi kehidupan 

ekonomi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Banyak perusahaan dan 

pengusaha UMKM terkena dampak Covid-19. 

World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa pandemi Covid-

19  bisa menyebabkan penyakitidari flu dan batuk biasa hingga penyakit yang 

lebih serius, seperti sesak nafas, sakit kepala yang berlebih, bahkan bisa 

terkena infeksi paru-paru. Penyebaran Covid-19 sudah menyebar luas ke 

seluruh dunia, yang menyebabkan banyak efek samping pada sistem 

ketatanegaraan, terutama pada perekonomian di Indonesia. 

MenurutiNurmaiMidayanti, 82,55% pelaku usaha yang telah disurvei 

mengalami penurunan pendapatan. Salahisatu faktor yang menyebabkan 

penurunan pendapatan ini adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

yangidi tetapkan oleh pemerintah. Ini adalah salah satu penyebab penurunan 

kegiatan produksi karena permintaan masyarakat yang tidak mencukupi dan 

banyak juga karyawan yang di putuskan hubungan kerjanya (PHK).  

Seiring dengan menurunnya perekonomian di Indonesia, konsumsi rumah 

tangga atau daya beli masyarakat semakin merendah yang memberikan 

dampak signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Pemerintah tidak 

tinggal diam dalam masalah ini, salah satu hal yang dilakukan pemerintah 

untuk meningkatkan konsumsi masyarakat Indoensia adalah dengan 

memberikan Insentif pajak. 



 

 

Untuk memperlancar penerimaan pajak di masa pandemi Covid-19 ini, 

pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 

2020 (PMK No.23/PMK.03/2020) tentang Insentif Pajak bagi Wajib Pajak 

yang terkena dampak wabah Covid-19 dan telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149 Tahun 2021 (PMK 

No.149/PMK.03/2021). 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji kewajiban 

Pajak Penghasilan Pasal 21 selama masa pandemi Covid-19. Penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Insentif Pajak 

Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Sehubungan Dengan Covid-19 

Pada PT.XYZ Tahun 2021”. 

b. Identifikasi Masalah 

Dunia yang saat ini sedang dilanda oleh pandemi virus Covid-19 yang 

membuat banyak sekali masyarakat yang kehilangan pekerjaannya dan tidak 

mendapatkan penghasilan. Hampir di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, 

terkena dampak yang sangat signifikan dari pandemi Covid-19 ini terutama 

pada ranah perekonomian. Oleh karena itu, untuk mendorong kenaikan pada 

sistem perekonomian di Indonesia, pemerintah memberikan Insentif pajak. 

Untuk melancarkan keinginan pemerintah dengan memberikan Insentif 

pajak ini, pemerintah membuat beberapa peraturan baru tetnang Insentif 

pajak. Ada beberapa peraturan baru yang di buat oleh pemerintah berkaitan 

dengan Insentif yang akan di bahas dalam laporan ini, yaitu Tentang Insentif 

Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19, Tentang Tata Cara 

Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, dan yang terakhir Tentang Insentif Pajak 

Penghasilan Pasal 21 Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19. 

Pada penelitian ini, peneliti mengambil data dari PT.XYZ yang akan di 

analisis untuk perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 dan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung 

Pemerintah. Peneliti telah memilih secara acak pegawai yang akan di analisis 

untuk perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan yang mendapatkan 



 

 

Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 

Ditanggung Pemerintah. 

c. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa hal yang perlu di perhatikan agar 

penelitian ini menndapatkan hasil yang terbaik. Penelitian ini akan di batasi 

pada Perusahaan Manufaktur, yaitu PT.XYZ. Peneliti akan menggunakan 

data perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan Pajak Penghasilan 

Pasal 21 pada tahun 2021. Peneliti juga menggunakan laporan keuangan 

untuk jurnal pencatatan gaji karyawan selama tahun 2021. Peneliti juga akan 

menggunakan bukti pelaporan yang di tanggung oleh pemerintah dan surat 

dari Kantor Pelayanan Pajak yang menunjukan bahwa PT.XYZ adalah 

perusahaan yang di tanggung oleh pemerintah. 

d. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah diungkapkan beserta identikasi dan 

pembatasannya, rumusan masalah dalam penelitian ini salah sebagai berikut: 

1) Bagaimanakan tata cara perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan 

pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah di 

PT.XYZ tahun 2021? 

2) Apakah tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 pada PT.XYZ sudah sesuai dengan Peraturan 

Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016? 

3) Apakah tata cara perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 

pada PT.XYZ sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

23 Tahun 2020 (PMK No.23/PMK.03/2020) yang telah diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Keuangan No.149 Tahun 2021 (PMK 

No.149/PMK.03/2021)? 

 

 



 

 

B. Tujuan dan manfaat  

a. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui tata cara perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan 

pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah di 

PT.XYZ tahun 2021. 

2) Untuk mengetahui tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 pada PT.XYZ sudah sesuai dengan Peraturan 

Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016? 

3) Untuk mengetahui tata cara perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan 

Pasal 21 pada PT.XYZ sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 23 Tahun 2020 (PMK No.23/PMK.03/2020) yang telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No.149 Tahun 2021 (PMK 

No.149/PMK.03/2021)? 

b. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini, peneliti berharap bisa memberikan manfaat untuk 

informasi tambahan kepada PT.XYZ agar dapat melakukan perhitungan, 

penyetoran, pelaporan, dan pencatatan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 

Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah sesuai dengan 

ketentuan yang di atur dalam peraturan perpajakan.  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

bermanfaat sebagai referensi dan informasi tambahan kepada peneliti lain 

yang akan meneliti tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Insentif Pajak 

Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah. 

 

 

 

 


